
匡A上りⅧⅣ i

WAしI K(〕TA SIB0LGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WAL重KOTA SIBOLGA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TEN皿N G

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN

uTIL工船s UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimba皿g　‥　a. bahwa d血am rangka me皿bc轟kan j劃in弧ketersediaa皿

Prasar紬a, Sar狐a din　Utilitas Umum Pc｢umah紬　d劃

Pe皿u虹皿劃, pcrlu dnakuk紬　pcngelola紬　Prasar劃a,

Sa重紬a d劃Utilitas Umu皿;

b･ bahwa dalam ｢紬gka keberla可ut狐pengelolaan nasa重紬a,

Sar劃a d劃Ut址tas Umum Pemmah紬d狐Pe調u血man,

perlu dilakukan penycdiaan dan penyerahan Prasara皿a,

Sarana dan Ut組itas Umum da轟　Pengemb紬g kepada

Pe皿e正ntah Dae｢ah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Wa止Koぬtentang Penyediaan d紬Penyerah皿

Prasarana, Sa重孤a din　Utihtas Umum Pe皿mahan din

Permu貼man ;

Mengingat : 1･ Und狐g-Und紬g Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pcr∪mah狐

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2011 Nomor　7, Tambahan　しcmbar紬

Negara Republ址工ndoncsia Nomor 5188) sebagaim紬a telah

diubah deng紬　Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2023

tentang Penetapan Peraturan Peme正ntah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke寄a Me垂adi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41〉;



2･ Undang-Und狐g Nomor　20　Tahun　2011 tentang Ru皿ah

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik工ndonesia

Nomor　5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tent紬g Penetapan Peraturan

Peme正n屯h Pengganti Undang-Und紬g Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1);

3･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim餌a telah beberapa

kali diubah terakhir deng紬Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023　tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti

Undang-Undang No皿or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke可a

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibo量ga

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2024　Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 6947);

5･ Peraturan Pcmchntah Nomor 14　Tahun　2016　tentang

Penyelenggara劃　Pem皿ahan dan Kawasan Permu虹m狐

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

10 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5883) sebagai皿紬a telah diubah deng紬　Peraturan

Pemehntah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pe｢ubah紬Atas

Peraturan Pemehntah No皿or 14　Tah皿　2016　tentang

Penyelengga重aan Pe｢umah劃　dan Kawasan Permu虹m紬

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 22,

Ta皿bah肌　Lembar狐　Negara Republik　工ndonesia Nomor

6624);

6･ Peraturan Pemehntah Nomor 13　Tahun　2021 tent紬g

Pe皿yelenggara紬Rumah Susun (Le皿bara皿Negara Repubhk

工ndonesia Tahun　2021 Nomo重　23, Ta皿bahan　しcmbar狐

Negara Rapublik Indonesia Nomor 6625);

7･ Peraturan Menteh Dal劃Negeri Nomor 34/Permen/M/2006

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpadu紬

町asarana, Sar紬a dan UtiHtas (PSU) Kawasan Perkotaan;

8. Peraturan Menteh Dalam Nege正Nomor Tahun 2007 tent紬g

Penataan Ruang Terbuka H主jau Kawasan Perkotaan;

9･ Peratur紬Mente｢i Peke裏jaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

tentang Pedoman Penyedia紬　dan Pem紬ぬat紬　Ruang

Terbuka H主jau di Kawasan Perkotaan;

上O.Peraturan..



1〇･Peraturan Menteh D血創m Nege正　Nomor　9　Tahun　2009

tentang Pedo皿紬Penyerahan Prasarana, Sarana d紬Utilitas

Pe｢umahan d紬Pemu貼man di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapk狐: PERATURAN WAし重　KOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN

pENyERAHAN PRASARANA,　sARANA DAN uTIし工船s

UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal狐Pe重aturan Wali Kota血i, yang dimaksud dengan:

1･ Daerah adalah Kota Sibolga.

2･ Pemehnta血　Dae重ah adalah Wali Kota sebagai unsure

penyelengg狐a Pemehntahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah otonom.

3･ Wali Kota adalah W瓢i Kota Sibolga.

4･ Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan

血ngsi di bidang pemmahan dan pe｢mu貼man.

5･ Kepala Dinas adalah kepala pera皿gkat daerah yang

melaksanakan tugas d紬血ngsi di bidang pemmahan dan

pe mukiman.

6･打asar紬a, Sar紬a d劃Utilitas y狐g sela可utnya disebut PSU

adalali kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya

perumahan yang sehat, anan dan terjangkau.

7. Hasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

memung瞳nk紬l血gkung弧　perumahan din　pcr調ukim紬

dapat ber血ngsi sebaga王mana mestinya.

8. Sarana adala血　fasilitas penunjang yang berfungsi unttuk

penyelenggaraan din　pengemb弧ga皿　kehidup紬　ekonom王タ

sosial d狐budaya.

9･ Uti重itas Umum adalah kelengkap紬　penu可ang untuk

pelay紬an lingkungan hunian.

10. Penyerahaan PSU Pe｢umahan dan Permukiman adalah

penyerah狐berupa t餌ah dengan bangunan dan/atau tanah

tanpa b紬gunan dalam bentuk aset din　t紬ggung jawab

pengelolaan da正pengemb紬g kepada Peme正ntah Daerah.

11･ Renc孤a Tapak atau S允e用aれadalah pe亡a atau gambar紬

rencana teknis sesuai ketentu狐　yang berlaku untuk

keperlu紬pemb劃gun紬suatu proyek yang telah disahk劃

oleh pejabat yang berwenang.



12. Pembangunan Perumahan Horizontal adalah kegiatan

pembangunan yang dibuat kapling-kapling te町isah sesuai

Rencana Tapak atau S克e PZczri yang telah disetujui dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

13･ Pcmbangunan Pe｢umah餌　Vertikal adalah kegiatan

pembangunan yang diubat diatas kawasan/kapling dengan

kont｢uksi diatas tingkat atau lebih yang meHputi皿ah

susun, apa虹emen, m皿ah tinggal, d紬mm貧h huni弧lainnya.

14･ Pemb狐gun孤Rumah dan Toko atau Rumah d劃Kantor y紬g

sela可utnya disebut Ruko/Rukan adalah kegiatan

pemb劃gunan gedung komersila yang dipemntukk劃untuk

f心ngsi toko/ kantor dan ke由atan komersi血lainnya.

15･ Pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan adalah

kegiat狐pembangunan gedung yang dipemntukkan untuk

kegiatan perdagangan, mal atau kegiatan sejenis.

16･ Tim ve丘最kasi adalah tim y紬g dibentuk oleh Wali Kota untuk

memproses Penycrahan PSU pemmahan dan permukiman.

17. Perumahan a.d血ah kumpulan m皿ah sebagai bagi紬　dari

pe皿u貼man yang dilcngkapi deng狐prasarana, sara皿a din

utilitas sebagai hasil upa_ya pemenuhan mmah yang layak

huni.

18･ Pemu虹man dalah bagian dad lingkungan hunian y弧g

terd正i atas leb血　da轟　satu saturn　pemmah紬　y弧g

mempunyai PSU serta mempunyal penunjang kegiatan fungsi

lain di kawasan perkota劃atau kawasan pcrdesa狐.

19. Lahan ad血ah luas areal yang dapat dimanねatkan atau

dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.

20. Lchan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap

untuk dimanねatk組　untuk kegiatan pembangunan di

atasnya.

21･ Penge皿b紬g ad血ah institusi, 1embga atau peror紬gan

penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman,

22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah

semua barang y紬g dibeli atau diper○○eh atas beb狐Anggar劃

Pendapatan dan Bela可a Daerah atau bersal da轟perolchan

la血yang sah.

23. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan

be｢t紬ggung jawab melakukan k○○rdinasi pengelolaan BMD.

24. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan BMD ･

BABI

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan d紬penyerah紬PSU Pe則mahan dan Permu嵐man

d狐i Pengemb紬g kepada Daerah bert可uan untuk:

a･皿elindungi aset Pemehntah Daerah din　me車amin

keberlanjutan pemeliharaan din　pengelolaan PSU di

Hngkungan Peru皿ah紬dan Permu虹man; dan

b. memanfaatkan secara optimal atas PSU untuk kepentingan

masyarakat.

PαSal3…



BABIV

PSU

Pasal 6

Pcrumahan dan Permu虹m紬sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dilengkapi dengan PSU sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-皿dangan.

Pasal7

Prasarana Pemmahan dan Pemukim紬　scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 te重diri dari:

a･ ｣annganjal狐;

b･ saluran pembuangan air h巾an atau dra王nase;

c･ penyediaan air minum;

d. salur劃pembuangan air血nbah atau sanitasi;

e. tempat pembuangan sampah yang disesuaikan dengan

timbulan sampah yang menghasilk狐dan sesuai deng紬

pengaturan pem皿ahan sa皿pah; dan

f･ prasarana pengelolaan air limbah domestik yang

disesuaik劃deng孤ju皿lah limbah yang dihasilkan.

Pasal8

Sarana Pemmah孤　da皿　Pemu虹man sebagai皿紬a d血aksud

dalam Pasal 6 ya血i tersedianya mang terbuka坤au.

Pasal9

Utilitas Umum Pemmahan dan Pemukiman sebagaim紬a

dimaksud dala皿Pasal 6 yakni tersedianya ｣a皿ngan list正k untuk

sambungan mmah d餌penerangan jalan.

BABV

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PSU

Bagian Kesatu

Penyedia弧Lah狐d劃Pengatur狐Pemanぬatanしahan

untuk PSU Pemmah紬d劃Pe調ukiman

Pas瓢10

Setiap Pengemb弧g yang berbentuk badan hukum dalam

melakukan pembangunan Perumahan wajib menyediakan PSU

dengan proporsi paling sedmt:

a･ 25% (dua puluh lima persen) penyediaan prasarana dan 5%

(lima persen) pcnyc髄a劃sar紬a untuk luas lah紬kecil atau

sama dcngan 1 (satu) he虹ar;

b.30% .



b･ 30% (tiga puluh persen) untuk luas 1心細Iebih dari 1 (satu)

hekt紬sampai dengan 25 (dua恥luh lima) hek屯r;

c･ 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 (dua

puluh虹ma) hekt祉sampa王denga皿100 (seratus) hektar亘an

d･ 41% (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih da重i

100 (seratus) hektar.

Pasal12

(1) Pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud da上a皿Pasal 10 diwajibkan juga untuk menyediak劃

lahan PSU pada lahan siap b狐gun sesuai ketentuan peraturan

penmdang-und弧gan.

(2) Penyerah紬serti正kat lah弧PSU kepada Pemerintah Daerah

dilaksanakan pada waktu mengajukan proses Rencana Tapak

atau S綿e PZari.

(3) Pcnyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib atas

na皿a Pemer血tah Daerah.

(4) Dalam hal ser髄kat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti

proses pengumsan dad Kantor Pertanahan Kota Sibolga･

(5) Scgala biaya kepengumsan ser亡臆kat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pengembang.

Bagia皿Kedua

Persyaratan Pepyerahan PSU

Pasal13

Pe皿cr血tah Daerah mene轟ma penyerahan PSU Pemmah劃dan

Pemu屯m紬y紬g telah memenuhi pe｢syaratan:

a･ um皿;

b. teknis; dan

c. administrasi.

Pasal14

(i) Persyarat紬u皿u皿sebagai皿ana di皿aksud dalam Pasal 13

hu｢uf a, mcliputi:

a. 1okasi PSU seusai dengan Rencana Tapak atau S!de用c肌

y狐g telah disct可ui oleh Peme正ntah Daerah;

b･ sesuai denga皿doku皿en pcnz皿an dan spesi魚kasi teknis

b狐guna皿; dan

c･ telah mcngalami peme量iharaan oleh Pengembang paling

lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak selesalnya pembangunan.

(2) Persyaratan teknis sebagaim劃a dimaksud d心細　Pasal 13

humf b meliputi dokumen percnca皿aan yang disahkan oleh

Wa止　Kota din　dokumen lain sesuai dengan ketentu紬

peratura皿p e細工nd狐g- und紬g紬.

/3) Persgαγataれ.



(3) Persyarat劃ad皿血istrasi sebagaimana dimaksud dala皿Pasa重

13 bumf c me止puti:

a. dokumen Rencana Tapak atau S庇Pzc机;

b･ Perset可u紬B紬gunan Gedung; dan

c･ surat pelepas餌　hak　盆tas tanah da正　badan hukum ke

Pemehntah Daerah da皿status tanah atas n劃a Pcme正ntah

Daerah.

Pas血15

(1) Penyerahan PSU oleh Pengemb紬g diatur sebagai behkut:

a･ untuk Sarana diserahk孤　oleh Pengembang setelah

pembangunan mencapai 50% (lima puluh persen) dan paling
banyak　90% (sembil紬　puluh persen) dari renc紬a

pembangunan kawasan; dan

b･皿tuk Prasarana dan Utilitas dapat diserahkan oleh

Pengembang setelah pembangunan mencapai paling sedikit

75% (t可uh puluh血na persen) d孤pa止ng banyak 90%

(sembilan puluh persen) dari rencana pembangun狐

kawas狐.

(2) Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyerah劃dengan ketentu狐

penyerahan PSU dilakukan pada tahap akhir penyerah餌.

(3) Dikecualikan dad ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dalam hd berdasarkan pertimbangan teknis mengenai

pengemb劃g狐kawas紬d紬perenc孤a紬tata mang, PSU

dapat d王serahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum

memenuhi persentase sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1)

dan diperhitungk紬sebagai bagi狐da轟penyerah劃PSU oleh

Pengemb紬g Pe｢umahan.

Bagia皿Ke也ga

Tata Cara Pcnyerahan PSU

Pasal16

Tata cara penyerahan PSU Pe皿ah狐dan Pemukim紬dilakuk紬

mel瓢ui tahapan:

a･ pers宣apan;

b･ pelaksanaan penyerahan; dan

c. pasca penyerahan.

Pasal 17

(1) Persiap劃　penyerah紬　PSU Pemmahan dan Permu虹man

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

a･ Wali Kota menehma pemohonan penyerahan PSU

Pemmahan d紬Pcrmu虹皿孤dah Pengembang;

b･ Wali Kota menugask劃Tim Veh鯖kasi untuk mcmproses

penyerahan PSU Pe｢嶋mahan dan Permukiman;

c･ Tim Ve五五k盆si mengund孤g Pengembang untuk皿elakukan

pcmapa重an PSU Pemmahan dan Permukiman yang akan

diserahkan ;

cZ.�籵



d. Tim Verifikasi mela血kan inventarisasi terhadap PSU

Pem皿aha皿　dan Pemukiman y孤g akin　diserahk紬,

meliputi Rencana Tapak atau S允e Pzari yang telah disetujui

○○eh Peme轟ntah Daerah, tata letak bangun紬d紬lahan,

serta besaran PSU; dan

e･ Tim Veri鯖kasi menyusun jadwal ke重ja tim dan instmment

penilaian.

(2) Pelaksana狐penyerah劃PSU Perumahan dan Permu虹man

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 humf b, meliputi:

a･ Tim Ver脆kasi mclakukan penelitian atas persyarat紬

umu皿, teknis d劃administrasi;

b. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan

penilaian fisik PSU Perumahan dan Permukiman serta
meⅢmuskan PSU PeⅢmahan dan Pemuki皿an yang layak

atau tidak layak ditehma;

c･ PSU Pemmahan da皿Pemu貼man yang tidak layak ditehma

diberikan kese皿patan kepada Pengc皿bang untuk

melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

d遭akuk狐　peme轟ksa紬　sesuai deng孤　spes況kasi te血is

b紬gun紬;

d. hasil perbaikan PSU Perumahan dan Permukiman

sebagaimana dimaksud pada bumf c,　dilakukan

pemeriksaan dan penilaian kembali;

e･ PSU Pemmah紬　d狐　Permu貼man yang layak diterima

dituangkan dalam be正a ac紬a pcme正ksaan untuk

disampaikan kepada Wali Kota;

f･ Ti皿Vermkasi mempersiapk劃behta acara serah tehma

penetapan jadwal penyerahan dan Dinas yang berwenang

mengelola;

g･ Penandatang弧an behta acara serah tehma PSU d組akuk紬

oleh Pengembang dan Wali Kota dengan melampirkan daftar

PSU Pemmahan din　Pemu貼man, dokumen teknis din

adm血istrasi; dan

h･ Wali Kota menetapkan PSU Pemmahan d狐Permu貼man

yang ditehma.

(3) Pasca penyerah紬　PSU Pemmah紬　d劃　Pemu虹m皿

sebagaimana dimaksud dalam Pas瓢16 humf c, meHputi:

a･ Wa止Kota menyerahk弧PSU Pemmahan d紬Pemu血m紬

kepada Dinas yang berwen紬g mengelola d紬meme重ihara

p瓢ing lambat　3 (tiga) bul狐　setelah penyeraha皿　PSU

Pemmahan dan Permu虹皿an d虹aksanakan;

b･ Penge○○la Bar紬g melakukan pencatat孤aset atas psu

Perumahan dan Permukiman kc dalam Daftar Barang Milik

Daerah;

c･ Dinas y紬g meneri皿a aset PSU Pemmahan din

Permukiman melakukan pencatatan ke dalan Daftar

Barang Milik Pcngguna; din

d. Dinas y孤g　皿eneri皿a aset PSU Perumah紬　dan

Permukiman menginformasikan kepada masyarakat

mengenai PSU Pemmahan d狐Permu虹man yang telah

diserahkan oleh Pengembang･



Pasal18

(1) Dal劃h瓢PSU Pemmaha皿dan Permukiman ditel紬t釘k紬

dan belum diserahk紬, Pemerintah Daerah membuat be轟ta

acara peroleh孤PSU Perumah弧dan Permu虹man.

(2) Pemehntah Dacrah membuat pemyataan aset atas tanah PSU

Pem皿ahan d紬Pemukim狐sebaga王皿am di皿aksud pada

ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah

di Kantor Pe轟紬ahan Kota Sibolga･

(3) Wali Kota menyerahkan PSU Perumahan d紬Permukim紬

kepada Dinas yang berwenang mengelola d紬memelihara

paling lambat 3 (tiga) bul紬setelah Kantor Pertanaha皿Kota

sibolga menerbitkan hak atas tanah.

(4) Pengelola BMD　皿elakukan pencatat紬　aset atas psu

PeⅢmahan dan Pemu虹man ke dalam Da虹ar Barang Milik

Daerah.

(5) Dinas yang menehma aset PSU Pemmah紬dan Pemu虹m紬

melakukan pencatatan ke dalan Daftar BaLrang Milik Daerah.

Pas血19

(1) Penyerah紬PSU Pcmmahan dan Permu虹man sesuai Rencana

Tapak atau S克e Pさaれdi重aksanakan penyerahamya secara

sekaligus setelah kapling efektif terjual paling banyak 50%

(lima puluh persen).

(2) Dikecualikan terhadap ketentu紬sebagaimana d血aksud pada

ayat (1) untuk pelaksanaan penyerahan jaringan penerangan

珂an umum dan ｣amgan jal紬beserta bangun紬pelengkap,

dilaksanakan setelah kapling efektif terjual seluruhnya.

BAB VI

pEMBENTu恥N TIM vERIF工船sl

Pas血20

(1) Wali Kota me血bentuk Tim Veri魚kasi untuk memproses

penyerah紬PSU Pemmah狐d孤Permu虹皿an.

(2) Tim Ver瀧kasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdi正dah

unsur:

a. Se虹etaris Daerah;

b･ Badan Perenc狐a紬Pe皿b狐gun紬Daerah;

c･ Bad紬　Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah;

d･ Dinas PeⅢmahan, Kawasan Pemu貼m紬dan Lingkungan

Hidup;

e. C劃at d劃Lurah; dan

f･ Kantor Pe直anahan Kota Sibolga･

(3) Tim Ve互角kasi diketuai oleh Se虹eta五s Daerah.

/4JTh...



(4) Tim Ve正則をasi皿e皿punyai tugas:

a. pennalan keabsahan umum, teknis dan administrasi PSU

Perumahan dan Permukiman yang telah ditetapkan dalam

Rencana Tapak aLtau Site Pzari dengan kenyataan di

lapang紬; dan

b･ penelitian dan pemeriksa紬　PSU PeⅢmahan din

Pemu瞳man y劃g akan diserahkan kcpada Pemc正ntah

Dacrah dalam kcadaan baik.

(5) Tim Ver血kasi d租am mela瓦s劃akan tugasnya dibantu oleh

Se血etariat Tim Veri餌⊂asi.

(6) Sekretariat Tim Verifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (5)

be｢ada pada Dinas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Verifikasi dan

Sekreta正at Tim Veri最kasi ditetapkan oleh Wa止Kota･

BABVII

JANG弧wA剛u pENⅤERA恥N psu

Pas血21

(1) Jangka waktu penyerahan PSU Pemmahan dan Pemu血man

diserahkan paling l劃a 6 (ena皿) bulan setelah proses tahapan

pcnyerah紬.

(2) Penyerah狐　scbagajmana dimaksud pada ayat (I) ha皿s

disertai deng紬Serti魚kat Hak Pakai atas mama Pcmehntah

Daerah.

(3) Dalam hal Sert雛kat Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum selesai, maka penyerah弧terscbut disc正ak狐

dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota

Sibolga.

(4) Pengembang wajib menyelesaikan kepengu皿s紬Serti徽at Hak

Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bersedia

men狐ggung keseluruhan biaya pcngumsan sc直i正kat･

BABV賞宣I

PENGELOLAAN PSU

Pasal22

Pengelolaan PSU Pemmahan dan Pemu虹man y劃g telah

diserahkan kepada Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Pcmcrintah Daerah.

BABVIII

pEしApo孤N

Pasal 23

Kepala Dinas menyampaik紬laporan perkembangan penyerah紬

PSU Pemmah紬　dan Pemukiman kepada Wali Kota secara

berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BABⅨ…



BAB重X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan tergadap

penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU Perumahan dan
Pemukiman.

BABX

PEMB量AYAAN

Pasal25

(1) Pe皿biayaan pemeliha重a.a皿PSU Pemmah劃dan Permukim狐

sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.

(2) PSU Perumah紬　dan Pemu虹man yang telah discrahk狐

kepada Pcmerintah Daerah, Pengembang wajib memelihara

sel劃a I (satu) tahun s匂ak diserahkan.

(3) Pe皿e皿araan PSU Pc皿ahan d紬Pemu貼man y狐g telah

discrahk紬o重eh Pengemb弧g dan telah melewati 1 (satu) tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah.

(4) Pembiayaan pcmelih狐aan PSU Perumahan dan Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bers血ber dad

An幾aran Pendapatan dan Bela可a Daerah atau pihak ke心ga

la王n y紬g tidak mengikat.

BABXI

SANKSI ADMNISTRATIF

Pas盆1 26

(i) Setiap Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

dikenakan sanksi adm血istratif.

(2) Pengenaan s劃ksi administratif sebaga王mana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peⅢndang置undang紬

yang mengatur tent劃g Pemmahan da皿Kawasan Permu虹ma皿,

BABXII

KETENTUAN PE RALI HAN

Pasal27

Terhadap PSU Pem皿ahan dan Pemu虹man yang bel皿

diserahk紬oleh Pengembang kepada Pemehntah Daerah sebelum

dibe｢lakukannya Pera巾ran Wali Kota ini, maka hams

menyesua王kan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali

Kota ini diundangk狐.

BABX皿･･., I



Diundangk弧di Sibolga

Pada t紬ggal 19 Agustus 2025

pit･ sEKRE皿R工s DAERAH Ko船s工BOLGA,

dto.

ROSIDAH LUB重S

BERITA DAERAH KOTA s量BOLGA皿HUN 2025 NOMOR 677


